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BAB II 

Landasan Teori 

2.1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  UU yang 

dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) balas 

jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Menurut Santoso (2005:2), Pajak adalah iuran 

kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

Negara yang menyelenggarakan Pemerintah. Menurut Undang-Undang 

Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak 

merupakan pembebanan iuran kepada wajib pajak yang berdasarkan undang-

undang,  bersifat memaksa, serta pemerintah tidak memberikan timbal balik 

kepada wajib pajak, iuran ini digunakan terkait pengeluaran umum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 
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mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Tahun pajak adalah jangka waktu satu 

tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 

sama dengan tahun kalender. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan adalah 

kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek 

pajak/retribusi, serta pengawasan penyetorannya. 

2.1.1. Subjek Pajak 

Subjek pajak menurut Waluyo (2005:57), Subjek pajak dapat diartikan 

sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak 

sedangkan Objek pajak menurut Waluyo (2005:66), yang menjadi objek 

pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.  

Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. 1) orang pribadi; 

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, mengganti 

yang berhak; 

b. badan; 

c. bentuk usaha tetap; 
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Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamarkan dengan subjek pajak badan.  

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri.  

subjek pajak dalam negeri adalah:       

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi 

yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai 

niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  Negara atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah; dan 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional 

negara; dan 

  c. warisan yang belum trerbagisebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

subjek pajak luar negeri adalah: 
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a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan 

badan yang yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia;dan 

c. Bentuk usaha tetap adalah usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesiatidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

2.1.2. Objek Pajak 

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
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konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:  

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang ini; 

b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk: 

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal; 

2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham , 

sekutu, anggota, yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya; 

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; 

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, 

atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan 
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keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro 

dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 

diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, atau imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi; 

h. royalti atau imbalan penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
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n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenai pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 

dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

 

2.2. Pajak Daerah 

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah. Mendefinisikan bahwa Pajak Daerah adalah Kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
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sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011:12) Daerah 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah 

merupakan iuran wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang 

dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat demi 

keperluan daerah dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. 

 

2.3. Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Pajak Daerah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Pajak provinsi dan Pajak 

kabupaten/kota, adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 
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jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya 

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam 

operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan 

Pajak Air Permukaan adalah  pajak atas pengambilan dan atau/atau 

pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang 

terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada 

di laut maupun darat. 
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e. Pajak rokok  

 Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah. 

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel 

adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan 

jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

b. Pajak Restoran  

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan di restoran. 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

c. Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaiaan yang 

dipungut dengan bayaran. 

d. Pajak Reklame 

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
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mempromosikan, atau untuk menarik perhatian, umum terhadap barang, 

jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 

dan/atau dinikmati oleh umum. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan jalan adalah Pajak atas penggunaan listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri, maupun diperoleh dari sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sebagaimana yang 

dimaksud didalam peraturan perundang-undangan, di bidang mineral dan 

batubara. 

g. Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

h. Pajak Air Tanah 

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemamfaatan air 

tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

dibawah permukaan tanah. 
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i. Pajak Sarang Burung Walet  

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa 

yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia 

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adlah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunkan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah 

permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman dan/laut. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara 

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau 

badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk 

hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang di bidang pertahanan dan bangunan. 
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2.4. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua 

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 

darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-

alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan 

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang 

dioperasikan di air. 

2.4.1 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

Pengertian Subjek Pajak Kendaraan Bermotor  adalah orang 

pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor , tidak 

termasuk subyek pajak restoran adalah konsulat, kedutaan dan 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Pengertian Objek 

Pajak Kendaraan Bermotor  adalah kendaraan bermotor dan kendaraan 

diatas air yang dimiliki oleh WP.  

2.4.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak 

 Pajak progresif untuk kendaraan bermotor mulai diberlakukan di 

Jawa Timur sejak Januari 2011. Berlakunya pajak progresif ini 

merupakan penerapan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 



21 

 

 

 

tentang Pajak Daerah. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan 

kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan 

kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas.2  

 Penetapan pajak progresif untuk pertama kali didasarkan pada 

urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek 

kendaraan bermotor atau pernyataan Wajib Pajak.3 Kepemilikan 

kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. 

Untuk selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan, wajib pajak 

harus melaporkan untuk merubah urutan kepemilikan. Kepemilikan 

kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan 

bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Maksud 

dari pernyataan tersebut adalah nama dan/atau alamat yang sama 

dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan 

Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

2.4.3 E-SAMSAT  

 Dasar hukum Samsat adalah Instruksi Bersama Menteri 

Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 

Nomor : INS/03/M/X/1999, Nomor : 29 Tahun 1999, Nomor : 

6/IMK.014/1999, tentang pelaksanaan Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan 

Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pungutan Pajak 
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Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

(SWDKLLJ). Secara rinci hal ini tertuang dalam Surat Keputusan 

Bersama Kepala Polri, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan 

Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. AK Jasa Raharja (Persero) 

dengan memperhatikan faktor keamanan dalam setiap proses 

pendaftaran kendaraan bermotor. Jenis Inovasi Pelayanan Kantor 

Bersama SAMSAT diantaranya: Samsat Corner, Samsat Keliling, 

Samsat Drive Thru, dan E-Samsat. 

 E-Samsat adalah layanan pengesahan STNK tahunan dan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ ( Jasa 

Raharja ) melalui e-Channel Bank yaitu :  ATM,  Teller, PPOB, 

Mobile Banking dan Internet Banking. Layanan ini bertujuan untuk 

untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor,  

sehingga menghindari bertemunya Wajib Pajak dengan Petugas Pajak, 

dan dapat meminimalisir terjadinya risiko pemungutan liar. 

 

2.5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penhimpunan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak/atau 

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak  atau retribusi 

kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.  

 


